. Undang-undang Bantoan Hukum Tak Kunjung AdasAsfinawad

'Undang»Undaﬁg .:':._'amuan Huﬁmm

_Asﬁnawgﬁ;g '

Pada mhun 2006 saat mzslam advokasi membentuk Uy Bantuqn
Hulxum di Indcn{:sm dllakukan ridals Lelpﬂﬂr}\.an bahwa RUU
Banmqn Hukurn buiﬂﬂl’th suatu hql bfuu Dalam perkembangannya
bara diketahui bahwa pada tahun 1967, Lembaga Pembinaan Hukum
Nasional (LPHN) telab memiliki Rancangan UU | tentang Bantuan
Hukum di dalam dan d1 Iuar penquﬂ’m RUU tersebut membeul\an
pencrerman bfsmmn hukum sebagal berlkut

Banmar}, hukurm adalah jasa memberi nasehat di luar pengadﬂan
dan mewakili dan arau membantu dalam pengadilan suaeu pihak dalam
petkara perdata dan jasa memberi nasihat di luar pengadilan dan atau
membela dalam pengadilan seseorang tersangka atau seorang tercuduh
dalam perkara pidana dan tata negara™

Pada tahun 1979 telah ada puia Rancangan UU Pemberi Bantuan
hukum yang memberikan pengertian mengenai bantuan hukum berikut
ini.

“Bantuan hukum ialah jasa memberi bantuan dengan bertindak bails
sebagai pembela dari scorang vang tersangkut dalam perkara pidana
maupun sebagai kuasa dalam perkara perdata atau tata usaha negara di

" Inisiasi ini dilakukan oleh LBH jakarta yang dalam prosesnya mehbatkan
banvak lembaga lainnya antara lain LBH di daerah-daerah lain dan LIKBH dari
kampus-lampus.

* Abdurrahman, Peta Perkembangan Bantan Hukum di Indonesia, Makalah pada
Lokakarya Straregt Pengembangan Banman Hukum YLBHI, 1984, hal.12.
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AsfinawatisUndang-undang Bantuan Hukum Tak Kunjung Ada
muka pengachhn atau. membcm nthqt diluar pmquzlan
Mehhat ; ak RUU Banman Hukum ini cukup mcncengftﬂgkan

mencrmgat sedikitnya pembicaraan mengena:l UU Bautuan Hukum saat
ini dasi 1cmbacra-}embaga negasa. -

.Pemenuhan (UU) Bantuan Hukum Kewa]lban Konsumsiona.l_

.Negara

mengenal bantuan hukum tetapi terdapat pasal-pasal mengenai jaminan
perlindungan hukum yaitu:

Pasal 27 (1) -

“Semala warga necara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
i g & }

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 28D (1) -
 “Setiap ofdng '1)érhq'1§atas pen&qkmn jimﬁnan perlindungan, dan

B lgepfmuan hukum Vang qdzl serta pmhl\um Vang sama. ch dahapan
hukum '

Pasal 28H (2)

“Setmp orang mendapﬂ.t kemudahan dan perlakuan khusus
“untuk mempeio}.{:h kesempatan dan manfaat yang sama guna
~mencapal persamaan dan keadilan.” ‘

“Konteks semangat pcrhndungan hukum bagl semua orang dalam
pasal pasql konstitusi di atas tentu mencalup bantuan hukum sebagai
elemen pentingnya. Ketidakseimbangan pendidikan, latar belakang
ckonomi, dan tingkat péngetahuan memerlukan bantuan hukum
sebagai penyeimbangnya agar persamaan di depan hukum, sesuai pasal
konstitusi, terjadi dalam kehidupan nyata.

Menyadari hal inilah, banvak negara telah memiliki UU Bantuan
Hukum, Belanda memiliki UU B’mtufm Hukum untuk pertama kalinya

I&onsﬁmm Indonesn memang tidalx mencantumkm secqra spesﬁik ”

TR Rl T
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' Unidang-undang Bantuan Hukum Tak I{uﬁjungAdamﬁsﬁna\i};—gﬁ_

i pqda tahun 1994 #’1’113 kemudian diamandemen pq&ﬁ"mhun 2000, -

Afrika beiatﬂn mcrmhl\,t UU ini sejak tahun 1969. Sernentara Australia -

= 'membmlq}m kan UU Vang sama se;al; tahun 1976, vang sal‘m utnya dukut.z.

‘oleh negara-negara bagiannya. Sedanglkan Taiwan memiliki UUBantuan

‘Huloun mulai tahun 2004, Sementara di leawasan Asia Tenggfm Thfulfmd .

: 'k}m sedfmor melqkukfm pembahflsan tcnmﬂg UU Banman Huixum

. -}2004 hmrrga 2007 semap tahunnyft tldﬂlx i;urfznn dfuj senbu (}rang_' -

: '-memmta banitian hu}\um

Tahun Kasus Orang
2007 1744 20.837
2006 1123 10.015
L2005 A3 e T 25409
2004 CPL097 e ' 32,370

Selain jumiah, menarik pula untek melihat latar belakang pencari
keadilan. Data LBH Jakarta tahun 2007 menunjukkan’ sebagian besar
pengadu memiliki pendidikan SLTA (451 orang) dan §1 (223 orang).
Sementara pengadu berlatar bclakax;g pendidikan S2 berjumlah 34 orang,
Bila dikaitkan dengan penghasilan pengadu, walzupun masyarak_at miskin
metupakan jumlzh terbesar pengadu, yaitu 26% tanpa penghasilan
dan 27% hespenghasilan >Rp 20.000 - <Rp 1.000.000, tetapi terdapat
jumnlah yang cukup besar, yutu 30%, di antara pengadu yang memﬂﬂq
penghasﬂan >Rp 1.000.000 - <Rp 3.000.000.

Dara-dataini dapat menunjukkan kebutuhan yang tinggi terhadap
bantuan hukum bahkan bagi mereka yang memiliki tingkat pendidikan
serta penghasilan yang lumayan. Dapat dibayangkan keperluan akan

bantuan hukum bagi mereka yang memiliki tngkat pendidikan dan

penghasilan vang lebih rendah. Terlebih di daerah yang jauh dari pusat
kota di mana akses terhadap berbagai hal minim,

Sistem hulum vang tidak bekerja efekif juga menjadi alasan utama
pentingnya bantuan hukum serta peraturan per-UU-an yang mengaturnya.

“ INurkholjs, dkh I’oL()l\—p{)L{)k Pllqz an dalam RUU Bantuan Hukum dalam Buku
Bantuan Hukum Alses Masvarakar Marjinal Terhadap Keadilan Tinjauan Sc;amh

I\.OI‘I‘:P]:} Kehiialan Pe nerandn & Per h’!ndmf?};n A1 B h'}f_)rm T\,Pgmq hal 240
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 AsfinawatiaUndang-undang 13.a%1tuan.éf?1_uisw?i"F_%k_:lﬁu.nj.u_ngfﬁda

Dahm snstcm hukum pidana Indonema seiayﬂknya korban tidak perla
: dldznnpmgl pengacara / penasehqt hukum karena mereka telah difasilitasi
negara yaitu ‘diwakil’: kepolisian: dan Le}aixsa&n Walau demikian; sejak
Januari hingga Oktober 2008 terdapat 74 pengaduan yang dllavangkm
LBH Jakarta terixmt dengan kinetja. Exepohsmﬂ Polda Metro Jaya: Belum
1101 ‘proses di pengadﬂan yang telah terkenal mahal (karena pungl), lama,

B _rumn dan udah transparan. Massmai\.at mcmcrlukan bmman hulum

untuk membuat sistem hukum: belgc:r}a efektf bagh mereka

\iclenccno"m a sistem hukum: dari peraturan pemﬂdmg—undanoan

mamh ditambah oleh tiadanya kesadaran negara dalam memfasilitasi
bantuan hukum. Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP) memuat
beberapa pasal penting terkait bantuan hukum, yaitu:

Pasal 54

_ "‘Guna Lepentzngm pembelaan tus'mglﬂ atau terdalowa berhak
o mendapat bantuan hukum dari seorang atan Iebih pen%slhat hukum
 selama dahm waktu dan pada setiap tingkar pemenksqan menumt
E_mta cara V‘mcr chtemulmn d’llﬁm undang—undancr inl”

'Pé{sa}’?[_) ..

“Penasthat hukum scbagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhal
menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat
pcmenlﬁaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan
perkaranya.”

Pasal 56 (1)

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa
““imelakukan tindak pidana vang diancam dengan pidana mati atau

ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka
- yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahan atau

lebih yang tidak mempunyal penasihat hukum sendiri, pejabat

yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses
peradilan wajib menunju pen'mh'xt hukum bagt mereka.”

Pada prakteknya, pasal-pasal di atas yang memberikan jaminan

terhadap rersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum
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Undanw-undantr B'mLufm Hulxum Tak Kunjung AdaaAsﬁmwam

: .ﬁdaL bex;ahn LBHjaixarta rm%ainva kerap menemui petugas Ixepohsmn_ i
- yang mempersuht ketika ’ld"()lxﬂtl BH Jakarta ingin menemui tessangka.
'Ixetentuan tentang. d’lpat ‘menemui: tersangka setiap. walktu nyaris tidak.
diternui 1mplemcnmsmva di lapmgm Bahkan, dalam banyalk- kasus =
x .'untul«: menermuiklien: (telsqngka yang memberikan kuasa hukum i\cpadq
) _LBI"I ]32\. -ta) pada jam’ l\_ez]q tidak dapat dﬁnl&u kan sebelum menchpat '

- _dzm dari penyidik kasus yang. bcrsanglxutan

Masﬁh terkalt denoan bantuan hukum,’ 1&1’11351.1‘511}’2. bagl tersangk'z:_

e .atau texcialma yang chancarn pld'mq mati ‘atan 15 tahun ke atas atau -

merein yang -tidak mampu yang diarcam dengan pidana 5 tahun ke
atas, hakim tidak selalu menurut undang-undang walan pasal 156 ayat
(1) KUHAP menyebutkan dengan tegas bahwa bagi mereka wajib
disediakan penasthat hulkum.

Kontribusi aparat penegak hukum dalam mengurangi akses
magsyarakat akan baatuan hukum terwujud pula dalam menghalang-
halangi. upaya pembenﬁn bautuan hukum dengan mengguﬂakan Ut
Advokat. Di dacmh agaupun peiosok desa, di mana tidak terdapat
advokat atau h’mya terdapat Sed1k1t advokat, paralegal, ataupun
pengacara yang belum memilild izin advokat merupqi\an pembela utama
bagi masyarakat pencasi keadilan. Dalam situasi ini, masih terdapat
fakta adanya penolakan oleh aparat penegak hukum apabila masyaralkat
didampingi oleh ‘mereka ‘ataupun kriminalisasi pembela dengan
menggunakan berbagai-pasal KUHP seperti yang dialami pengacara
publilk LBH Banda Aceh .

Selain persoalan sistem hukum, kesadaran masyarakat akan hak-hak
vang dimilikinya juga masih rendah. Di sinilah letak bantuan hukum
memegang peranan penting untuk menumbuhkan kesadaran, langkah
awal adanya upaya hukum.

- Ditengah situasi ini, argumen untuk menolak UU Bantuan Hukum:
jefas kehilangan makna meski argumen didasarkan pada adanya kewajiban
profesi advokat untuk memberikan bantuan hukum. Selain alasan-alasan
di atas setidaknya terdapat beberapa alasan sebagai berikut,

a. Komersialisasi profesi advolkat
Walau dijuluki @5‘;’5‘3}{?}2 nobile (profesi mulia), komersialisas
profesi advokat sejak proses pendidikannya, berimbas pada
-pilihan kasus-kasus yang akan ditangani. Tentu saja kasus

TITASYATARAT TS KIN UK THeTacl priviivas Hal i juga dapar
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. 3_lﬁAéi?pﬁﬁ*}éﬁ#ﬁnd.axigé.tlﬁéia_ﬁg Ban_tugu*l Hukum Tl Kunjung Ada

o .dﬂﬂnt dfl.ri sedlklmya advokat yang menja}anl\an lxewajlban kode
'enimya menangani kasus pro boso. S
- b. Ketidakseimbangan advokat dengan pencari keadilan -
Wi Data PERADI tahun 2007 menuﬁjuklxaﬂ jumlah advokat adalah
i E;C]JLSELY 19:026 orang (belum termasuk advokat yang sedang
mcnjfthﬁi {fefiﬂkasi)ﬁ \‘(/’ﬂaupuh jufnlfihnvfl cukup. hesar, namun

';um}ah pcndudul; .
“c. Penyebaran advokat udal«_ merata i L
- Konsentrasi ekonomi dan: pembangunan puluhan tahun di
o Jakarta berdampqlx pula terhadap persebaran advokat. Sebagian
~besar advokat berada'di kota besar sehingga akses mawalalﬂt
di daerah terhadap advokatr menjadi terbatas. :

Bantuan hukum adalah salah satu elemen untuk mewujudkan
jaminan persamaan dan perlindungan hukum dalam konstitusi serta
kondisi ‘sosiologls masyrakat Indonesia terkait pemenchan bantuan
hukum, Dengan demikian, bantuan hukum sesungouhnya lebik luas
dari aspek yang tercantum dalam UU advokat (kewajiban advokat

menjalankan kasus pro bono). ' :

Rumusan RUU Bantuan Hukum
“Berdasarkan proses yang telah dilakukan melalui pelibatan berbagai
stakeholders di beberapa kota, im perumus RUU Bantuan Hukum®
menyusun RUU dengan isu-isu penting berikut ini.
a. Asas
* Keadilan, terkait dengan menempatkan hak dan Lewa;1ba:1 secara
proporsional, patut, benar, dan tertib.
* Persamaan di depan hukum, terkait dengan hak setiap orang
mendapatkan perlakuan yangsama di depan hukum.
°* Keterbukaany terkait dengan akses masyarakat memperoleh
informasi vang lengkap, benar, dan tidak memihak dalam
mendapakan jaminan keadilan.
* Akuntabilitas, terkait dengan dapat dipertanggungjawabkannya

* Dapat dilihat di http:/ /wwwperadiorid
* Tim Perumus RUU Bantuan Hukum yang menyelesaikan l\crjfmm pada
tahun 2006 terdixi dasi Nurkholis, Afridal Darmi Muhammmad Irsyad, Tabran! Abby,

Firmansyah Asifin, Muhammad Sidik, Pujiono dan Gartor.
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- Undang-undang Bantuan Hukum Tak Kunjung AdasAsfinawas

‘;ctnp Lecrmtan dan habll akhlr d’irl banLuan hul\_um chfada |
masy alf‘d\at ' ' L
o Nlewu]ud]ﬂn pembermn b'mtmn hukum me(r bﬂﬂ\. dm benaL
“Terpenuhinya hak-hak mqsyamls,at unmh mempcxoleh b'mtufm -
hukum secara optimal. - el e L
__ZTe‘;‘:edmmfa akses - Leqdﬂan yfmg murﬂah mudqh d’ll’l dapat'._- )

. chpertan guﬂg]&\b’lbk’lﬁ
o Kewa ]ibfm negara G i dan e \
Oleh karena bantuan hui\um 11’1(31%113&?!111 hqk leIlSllLUSlOI}.’Il
. masyarakar,; maka qiegara. wajib memfasilitasi anggaran bantuan
- hukum antk, b1aya terkait perkara dan dukungan } xClLile"ag’Laﬂ
{minus gaji).. SR '
~d:Jenis layanan- bmtmn hukun
+ Bantuan ‘hukum terdixi dari litigasi dan nonhugaa {termasuk
« pendidikan hukum, investigasi, konsuitasi, pendokumentasian,
spenyuluban: hulum, penelitian hukum, perancangan huku,
pembuatan. peadapat hukum, mediasi, pengor&uuwslm dan
pemberdayaan masvarakat), :
¢. Penerima bantuan hukum
e Orang miskin, atan ey, LY, i
o AAYNI yvang melakukan tindak pldana di luar Indonesza sepert
* dalam pasal 5 KUHP- : Lo
* Terdalkwa hukuman mati atau diancam pidana lebih dari 5

tahun

o Pembela HAM (buman rights defender)

° Yang terkait kasus ancaman terhadap keberadaan nilat HAM

- f. Tata-cara permohonan banman hukum

* Mengajukan permohonan tertulis atau lisan. -

° Paling lambat 7 hari kerja wajib memberi jawaban.

¢ Apabila permohonan tidak lenkap dapat melengkapi dalam
waktu paling lambat 30 hari.

¢. Pelaksana bantuan hukum
Pemberi bantuan hukum harus memiliki integritas dan kapasitas,
oleh karena iy, diadakanlah 561t1i11<:’151 dan aqedna&
h. Pekerja bantuan hulkum
UTuik ﬁ’“l(:‘l’l]flg”t TOANTAS BARTEAT HURam Vang diberikan maka
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- AsfinawatimUndang-undang Bantuan Hilum Tak Kunjung Ada

“dilakuican l"angkqh-langlxah sebagai berikut,
‘e Reluutmen melalui penchchl«m bantuan hukum
e Lu}u% u}lan lembavi berwumng E
le Legahs*m dari perhlmpunfm b'mtuan hukum
L ._.Orgq.msq5§ banman hukum g e
U Tempat pengaduan m’lsvaﬁlﬂt selxahgus temp'lt bemktivlms_ﬂv
.'_"pembem bznfuzm huium Dapqt dibentulk oleh masy

arakat,

. perguruan tingg1, ataupun | lembatm. sxmdwa mas&’qralxat (LSM.

T -.Periumpunm bantuan hakam - -
_.'__'_'-Lgn}b_ag_a_ -l_g_d;:_p;:zlgi_c;n vang terdirl dari organisasi-organisasi
' bantuan hukum. Keberadaannya di pusat, provinst, dan kabupaten.
Memiliki peran dalam pengawasan, distribusi, sertifikasi, dan
lainnya yang terkait dengan bantuan hukum.
+k; Sanksi-administrasi dan pidana . - o :
- Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang bantuan hulxum dan
;-_P_l._lf_l&i},. yang mc_n_ﬂml_ang%nalanm pemberian bantuan hukum.

Agenda Lan]utan RUU Ban‘iu'm Hukum

+ Sejak munculnya RUU Bantuan Hukum pertama pada t tahun 1967,
teIah 41 tahun terlewati. Empar puluh satu tahun yang secara bergantian
menemukan momentum dan kehilangan momentum untuk UU Bantuan
Hukum di Indonesia. Terkait dengan amandemen UUD 1945 schingga
jaminan halk asas: manusia semakin dipertegas, sudah saataya Indonesia
memiliki UU Bantvan Hukum. UU Bantuan Hukum vang dapat
menjamin setiap orang mendapatkan persamaan di hadapan hukum.
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